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Abstrak
N

In the life of the nation in the world, the bureaucracy is a key vehicle in the
administration of the country in various fields of national life and in relationships
between nations. Bureaucracy in charge of translating political decisions into public
policy, and serves to manage the implementation of these policies are operational.
Thus the bureaucracy is a key factor in realizing the success of a welfare state.
Along with the changes that occur as a result of globalisasi, the bureaucracy in
demand to change according to circumstances.

Globalization brings a strong influence on political and economic conditions
around the world. This condition makes each country should prepare itself to
produce effects that do not have negative consequences. Reform is one example
of the impact of globalization. Reform is happening in developing countries are
more prevalent due to foreign intervention. This is because the assumptions used
considers the failure of bureaucracy to create the economic conditions caused
internal factors. Therefore, foreign aid requires a structural adjustment that led to
the creation of good Government.

The involvement of foreign institutions in the short term could help, but in the
long run must be re-evaluated. This is done because the debt relief granted by the
appendage-embroider the other prerequisites of the structural adjustment program
that is political. Assistance from foreign donors is difficult to avoid because of the
economic crisis but the process must be selective and soft, and as soon as possible
in terms of paying off.
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Pendahuluan

Birokrasi adalah media yang dapat berperan dalam pengembangan
demoakrasi, ia mampu menjembatani kebijakan administratif dari penguasa
dengan aspirasi rakyat. Dalam praktek birokrasi dapat menimbulkan
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keadaan vang demokratis mauvpun anti demokras, lerganiung kepada
sifat ketarbukaan atau  ketertutupan  birokrasi o sendir. Semakin
terbuka birokrasi. maka kadar demokrasi scmakin meningkat, demikian
sebaliknya.

sumber dar adanya birokrasi salah satunya adalah adanya prinsip
demokrasi. Oleh karena itu, sebenarnya tidak terdapat konlradiksi yvang
mutlak antara birckrasi dengan demokrasi. Birokrasi dianggap me mpunyai
peran penting dalam duma modem. |a dapat berperan sebagai zlat untuk
memperiuas praklek demokrasi.

RAeiommasi birokrasi pada hakikatnya bertujuan unfuk ierselenggaranya
zistem birokrasi yang eigktif, bersih. kompetitif, dan responzii terhadap
perubahan serta berpihak kepada rakyat. Reformasi birokrasi di parlukan
karend penghematan angoaran negard, oplimalisasi alokasi sumber daya.
aptimalisasl kKinera, peningkatan musty pelayanan, pencegahan korups
dan perbaikan sistem. Mamun demikian pemerintah belum sepanuhmya
sadar mengendi berbagai permasalahan dalam reiormasi birokrasi, yaitu
permasalahan birokrasi yang belum dianggap permasalahan yang sangat
serug, lidak adanya cetak biru reformasi biokrasi yvang komprehensif,
fidak adanya payung hukum yang kuat yang mendukung percepatan
reformasi birokrasi, dan fidak adanya peran kepemimpinan yang sccara
kuat mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pamerintah harus berani menghadapi  berbagai tantangan yang
tardapat di dalam birokrasi, seperti tradisi birokrasi yang sudah benerat
akar. resistensi “penguasa’ birokrasi vang sudah ferlanjur nyaman dan
mapan, aluran hukum yvang terlanjur mempertahankan status guo, dan
reformmasi birokrasi yang balum menjadi kebutuhan rill.

Sedangkan globalisasi membaws pengarub yang kuat terhadap kondizi
politik dan ekonomi di selurun dunia. Kondisi ini membuat setiap negara
hars mempersiapkan din lerhadap efel yang dimbulkannya sehingga
tidak herakibat negaiif. Reformasi adalah salah sate contoh dampak dari
globalisasi. Reformasi yang tefadi di neqara-negara berkembang lebih
banyak fenadi karenaintervensiasing. Hal ini karena asumsi yang digunakan
vang menganggap kegagalan birokrasi untuk menciptakan kondisi ekanomi
dizecbabkan faktor-faktor intcrnal. Oleh karena itu lembaga bantuan asing



mensyaratkan adanya penyesuaian strulktural yang mengarah pada
pencipiaan good govoiance.

Seliap negara harus memiliki agenda dalam melakukan reformasi.
Informasi tentang kondist sualu negara yang paling mengstahui adalah
negara ine sendiri. Oleh karana i, analisis kebutthan untuk melakokan
reformasi dapat dilakukan sehingga stratagi refomasiyvang dipilihtepat sera
tidak merugikan masyarakat'warga negara. Heformasi menipakan upaya
unfuk menciplakan cara yang letih baik dalam menjalankan pemerintahan.
Lembaga pemerintah {birokrasi) dirancang untuk memberikan pelavanan
vang sebaik-baiknya pads masyarakai tapi seiing dengan perubahan
vang terfadi sebagai akibat darn globalisasi, prinsip-prinsip yang menjadi
dasar pelayanan mengalam perubahan. Akibatnya. definisi tentang tata
pemerintahan yang baik dan adminisirasi vang lavak juga mengalami
paribanan.

Model yang selama ini dijglankan oleh pemerintanen negara-nogara
(model tradisional) bukan berarh lidak mermiliki hasil positif dalam baqi
masyarakatnya, Secara ilmiah, model fradisional selama beberapa
dekade berhasil untuk mengorganisasikan pelayanan dengan baik kepada
masyarakai, termasuk di dalamnya optimismc fentang kemampuan
pemenntah untuk memecahkan masalsh, Namoen giobalisasi telah
mengubah pandangan yang barkambang dalam masyarakat tentang
pelayanan publik sehingga prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh madel
tradisional tidak lagi kondusif bagi bentuk organisasi yang memboerikan
pelayanan publik. Untuk mencipiakan {ata pemerintahan yang lebih baik
maka prinsip-prinsip yang terdapal dalam model radisional hrgmﬁ dl
reformasi.

Fembahasan

Kritlk ternadap Good Governance

Tak dipungkiri kehadiran good govemance cukup revalusioner dalam
kancah ilmu sosial. Good governancs juga telah melakukan revisi tolal atas
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tenmn administrasi publik stau pemernniahan yang selama ini telah teranjur
institusionalistik. Govarnance sudah bukan lag secara ekskiusit menjadi
menu yang disugunkan pada negara dan su-5ub organisasinya (public
seclors), Governance adalah sebuah proses berinteraksinga berbagai
elemen (dipersempit dalam liga aklor kunei, yvaitu negara. masyarakat dan
hiznis) mamanya dalam mengelola sekior-sektor yang menjadi hak pubfik
atau public patrimony.

Guod governarice kemudian bagai kanker ganas menyebar ke segala
arah. Tidak hanya bherkutal pada ilmu administrasi publik, tetapi merambah
pada berbagai kajian [ain seperti pemberdayaan masyarakat, lingkungan
hidup, ekonomi, politik, hukum, dan sosiologi terapan. Produk vang paling
{gnomenal dari good govermance adalah ketika dirinya berhasil mensmukan
migsing link anlara kere reformasi pemerintah dengan penanggulangan
kemiskinan. Argumentasinya adalah dengan good govemance maka
distribusi anggaran pemerintah dan kalangan bisnis kepada masyarakat
miskin makin terbuka lebar (Renzio, 1987)

Kenyataannya memandg hdaklah jauh dan harapan. lnovasi-inovasi
seperi pilkada langsung, musrenbany, penjaringan aspirasi rakyat, adalah
mcrupakan hasil fowipurl dar penerapan good governance. Dampak
foutcorme) yang diharapkan adalah makin cratnya interaksi antara rakyat
dengan hegara, Llamanya dalam hal distribusi anggaran.

Hanya saja praztasi gemilang dari good governance tersebut menuai
kritik tajam yang berangkat dari identitasnya ifu sendin. Kata “good”
menjadi sesuaiu yang hagemonik dan seragam. Proses panysrdgaman
atas sesuatu yang disebul "good” itu juga dilakukan tak jarang dengan
pakzaan. Ali-farazmand [2004) secata tegas menysbutnys sebagai bagian
dari prakiek penycsuaian strukiural (structural adjusimeant programs/SAFs).
Sebab kenyataannya di berbagai belahan dunia good governance adalah
program yang di intredusir oleh lembaga-lembaga donor internasional,
seperii W, IMF, ADE, LINDP, EU dan semacamnya.indikator akan sesuatu
yang disebui ’Q-:lu:u:l' itu juga di bawah jauh dari amerika serikat alau sropa
untuk ¥emudian dipaksi dalam mengukur bercagai praktek di negara-
nagara berkembang. Tilak ada ruang bagi lokalitas untuk mendefinisikan



"good” menurut keyakinan mereka. Term "good” dalam good governace
adalah westemized dan diabsoltkan sedemikian rupa sehingga kadang
meandekati "gad”.

Kritik =elanjutnya terhadap good governace adalah kegagalannya
dalam memasukkan arus nlobalisasi dalam pigura analisisnya. Dalam
good govemndnce seolah-olah kehidepan hanya berkutal pada interaksi
antara pemernntah di negara tertantu, pelaku bisnis di negara fertentu dan
rakyat di negara terentu pula. Tentulzh ini sangat naif. Sebab kenyataan
bahwa akior yang sangat besar dan berkuasa di alas keliga elemen
lersebul tidak dimasukkan dalam hitungan. Aktor tarsebut adalah dunia
intemasional. WTO, perusahaan multi nazional. UM, dan lembaga-lembaga
donor secara nyata telah hadir dalam setiap relung kehidupen bernegara
dan bermasyarakat di negara-negara oerksmbang. fBrmasuk indonssia.
kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana aktor-aktor ini sampai ke
pelosok desa. Program-program world bank misalnya telah merasuki alam
pikir dan nilai-nilai masyarakat hingga di ingkatan desa, bahkan komunitas
yang lebin kecil.

Merestrukiunsas: pola relasi pemerintan, swasla dan masyarakat
secara domestik dengan mengahaikan peran aklor internasional adalah
pengingkaran atas realitas global. Dampak dar pengingkaran ini adaian
banysknya variabel, yang sebenarnya sangal penling, idak masuk ke
dalam hitungan. VYariabel-vanabel vang absen il adalah kearfan lokal
sebagal akibal hagemaoni term “good” ala barat dan dampak dari kekuatan
kogpltasi internasional.

Good governance dalam bingkai neskolonlalisme

Sepuluhtzhunialudi depan konferensi PEE, presiden tanzania Juliug, K.
Nyerere, dengan lantang telah mengkritik habis-habisan good governance
vang dikatakannya sebagai konsep imperiali= dan kolonialis. Sebab good
govermance akan mengerdilkan struklur negara-negara berkembang,
sgmentara kekuatan bisnis dunia makn membesar. Terlepas dar benar
salahnya kritik sang presiden, iapi gugatannya terhadap pengaruh strukiur
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globalterhadap reformasi pemernntahan inilah yang mengilbami Farazmand
untuk tidak hanya terfokus pada tiga aktor {pemenntah, pasar dan civil
soiely) letapi jugs kekuatan intemasional.

Hal ini di dukung oleh fakta kesenjangan glebal yang kian melebar,
Data dan UNDP tentang perbandingan GDP perkapita konstan negara kaya,
menangah dan miskin sejak tahun 19680 sampai tahun 2002 menunjukkan
fakla yang sangat menarik. Gap antara nedgara miskin yang ditinggali
sekitar 2.5 milyar jiwa dengan negara menengah (2,7 milvar jiwa) relatif
stagnan,yaitu berkisar 51.500. secara mengsjutkan gap antara negara kava
{kurzng dari 1 milyar jiwa) dengan negara menengah oi 2ra 1960 berkisar
FT000 dan terus naik secara fantastis hingga fahun 2002 menjadi $25.000
lebih. Kita bisa melihat hasil pembangunan intemasional mula dan growth
theory sampaiterakhir good ekonoemi dunia hanya menghasilkan kerapuhan
fundamen ekonomi dunia dan kesanjangan global vang semakin akut.

Joseph stiglitz sebagai mantan kepala ekonomi Bank dunia, juga

melentarkan knlik yang sangat pedss. la mengatakan bahwa kebijakan
refomasi pasar bebas dan lembaga-lembaga keuangan global telah
turut berkontribusi dalam merusak tatanan ekenomi negara berkembang,
Caufield (1896] jugs mengaiakan bahwa kemunduran ekonomi negara-
negam selatan szal i disebabkan oleh asumsi-azsumsi vang ada di
lembaga-lembaga keuangan ini. ldiologi yang disebutnya sebagai “westem
recipes’ telah menyingkirkan konsep-konsep ekonomi tradisional yang
kernungkinan jauh lebih tepat untuk dipakai negara-negara teftentu. Asumsi
vang paling parah menunut cauteld adalah anggapan bahwa negara-
negara berkembang tak skan pernah maju fanpa bantuan dad luar, Inilah
prakiek yang mengabdikan neo-kelonialisme hingga saat ini.

Dalam hal ini kritik dari Arif Dirlik (mongja, 1996) sangatlah tajam yaitu:

Transnasionalisasi produksi adalwb sumber dari rerjadinya penyatiean

plobal dan trapmentasi dari sejarak kapstalisrme. Hopamanisasi dunia baik

sacara ekanomi, sazial maupun budaya vang terjadi melald hal e adatah

pembenaran dari prediksi mars.

Argumen  lersebul  didukung oleh  kenyataan  akan  banyaknya

intclektual-intalektual di negara berkernbang yang ikut ikutan mendukung
dsumsi-asumsi global taersebut. Mareka sibiuk menyalankan faktor intarmal

el i | L! - M=l 1y o e ¢ e e
EreRan bt i Jornab limu - Saministrss:



negaranya sebagai sumber masalah keterpurukan ekonomi mereka, Dan
mengagung-agunghkan pentingnya intensensi darn iuar (lembaga-iembaga
donor internasional) sehagai satu-samnya solusi

aejak awal tahuun 1980-an, organisasi-organisasi internasional oesar,
yang pertama dan terutama digntaranya adalab inlermasional monetary
fund {IMF) dan bank duma, memberkan rekemendasi-relkomencasi
kepadda negara-negara anggotanya untuk menarapkan “good governancs”.
hNamun dafinisi-definisi dar istilah ini, dan sejalan dengan hal itu subsiansi
dari istilah tersebut,sangat beragam dan institusi ke inslifust lan, Hal ini
kemudian menghalang perumusan definisi legal yang tepat mengenai
islikah tersebul leruiama karena istilah govemancs bisa bersifat global dan
corporale (Herrara, 2004)

Globalisasi dan Demokratisasi

Pengaruh globalisasi yang terhesar dalam tata pemernntahan adzalah
arus dernokraiisasi. Perbedaan term "demokrasi dan demokratisasi”
adalah teretak pada aspek ideologisasinya. Demokrasi adalah sebuah
konsep ideal yang bersifat penenk, Sedangkan demokratizaszi labih
merupakan penyebaran secara luas sebuah bentuk keyakinan dan definisi
tentang demokrasi. Sehingga demokratisasi yang dilakukan secara global
caat ini lebih memupakan sebuzah kerja politik dan ideologis. Prinsip-
prinsip demokrasi juga telah di cun oleh good povernance. Ta mangklaim
berbagai pola yang dikenal sebagai bagian operasional dan demakrasi
sebagai miliknya. Kendatli itupun sesungguhnya hanys sebatas pada dras
demakrasi libaral zaja (Lusbbert. 1931)

Seperti kita tahu, bahwa ada dua arus besar dalam wacana demokrasi,
yaitu demokrasi  liberal dan demokrasi sosialis. Demokrasi liberal
dicirikan dengan adanya kebebasan pocnuh pada individu. Sedangkan
demokrasi  sosialiskomunis di cirikan dengan dominasi  kekuasaan
atau pemerintahuntuk  mengatur  Uilsan-urisan  warganya. MNegara
menempatkan diri sebagai gerakan yang mengusahakan untuk memenuhi
kehutuhan rakyat. Dalam good governznce gagasan demobkrasi sosialisme
akan dianggap sebagai sebuah masalah.
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Maka ticdak heran jika spirit dar good governance adalan meminimalkan
peran negara {minimizing stafe) dan mengedepankan pasar [markei
aricnted). Ini sekaligus menunukkan betapa teor im Ldaklah mampu
mensmpaikan diringa secara konseptual untuk berpinak kepada rakyai,
1erlebih di negara berkembang. Kita sama-sama tahu bahwa pasar har
ini clikuasai oleh negara-negara maju. Kapital dan tekhnoleoi pengendali
ekonomi dunia tidaklah berlaku secara equal. Megara berkembang selalu
sdaja menjacds objek dan trend ekonomi global yang di ciptakan oleh negara
maju khususnya negara-negara 53-8. Oloh karena itu keberpibakan kepada
pasar berarti memben ruang yang makin luas pada dizspora kepentingan-
kepentingan neqara kapitalis untuk lerus saja menjajah dan mengekploitas
ekonomi negara berkembang termasuk indoneasia.

Empat level sasaran Reformasi

Level dar tala pemesrintahan (governance] mencakup  empat
tingkatan. waitu lokal, nasional, regional dan intemasional. Keempatnya
lidak hanya di dekali secara mendalam satu persatu, melainkan juga
di lihat ketarkaitannya satu sama lain. Sebab selama ini reformasi tata
pemerintanan hanva berkutal pada dua level sa@m, vailu relormas: 1ala
pemerintahan di ingkat lokal dan nasional. Tetapi Hmu administrasi publik
senlah hanya mengabaikan leviel ragional dan level intemasicnal sabagai
lokus kajiannya. Administrasi publik terkotak hanya mengurusi urusan
domestik sebuah negara terientu, dan tidak boleh menyventuh sama sekali
aspek fata pemenniahan di alashya. Maka hamis ada paradigma ban)
dalam administrasi publik yang mampu menerobos batas-batzs mitclogi
ketabuan khazanah ilmu administrasi yang selama ini menganggap bahwa
persoalan hubungan antar negara bukanlah wilayah kajian administrasi
publik. Administrasi publik hanya dan harus mengursi soal-soal domestik
salu negara tertentl saja. [tu semua adalah pandangan tradisional dan
administrasi publik yang sudah harus mulzi di inggallan.

Ketika berbicara pada tingkatan lokal maka yang menjadi fokus
adalah bagaimana keterdibatan masyarakat dalam proses pembanguna

FARADIGMA Jumnat timy Admirisie



dan kebijakan publik yang ada di dasrzh. Pada dasarnya partisipasi
masyarakat pada pelaksanaan olonomi daerah harus di pahami sebagar
wujud representaliveness dar suaty produk kebijakan. Pendapat umdim
mengakui batwa pemeaerntahan yang sentralistik =emakin kurang populer
karena ketidakmampuannya uniuk memahami secara tepat nilzi-nilzi
daerah aiau sentimen aspirasi lokal. Alasannya. warga masyarakat akan
lebih akan dan tentram dengan badan pamerintah lokal yang lebih dekat
dengan rakyat, baik secara fisik maupun psikologis. Selain dar pada iy,
membarikan keleluasaan otonomi kepada dasrah, diakuinya pula, tidahk
gkan menimbulkan "disimegras” dan ldak akan menuronkan derajac
kewibawaan pemerintah nasional. Malah sebaliknya kondisi ini akan
menimbulkan respek daerah ferhadap pemerintan pusat [(Smith, 1988).
Karena itu, ada sebuah slogan yang sering di [Ancarkan @ ".....a5 much
sutonomy as possible, 35 much central power a5 necessary” (Buckelman
dalam kosward, 1999)

Reformasi tata pemerintahan di tingkat nasional berarti bagaimana
formulasi gabungan antara partisipasi masyarakai dengan keselarasan
intermasional, norms and rules dapat terejawantahkan dalam kebijakan
skala nasional. O indonesia kita lelah memiliki proses perencanaan
pembangunan yang cukup sistematis dar tingkat lokal hingga tinghkat
nazional (U no 25/2004). Sayangrya pada tingkstan musyawarah
pembangunan nasional tidak cukup di senakan apa peran dan pengaruh
pelaksanaan pembangunan Ji indonesia dengan capaian intemasional.
Sehingoa di lihat dari kacamata global corak perancanaan pambangunan
di indonesia masth sangat ego-sekioral. Kita bisa membandingkan dengan
parencanaan pembangunan di negard lain yang telah memiliki cukup peran
yang signifikan dalam memben konlnbusi pada pembangunan  dunia.
Memang alaszn khse yang selalu muncul adalabh bahwa kita negara miskin
sehingga lidak muf-lgl-cin mamiliki cukup dana untuk membantu negara. [zin.
Tefapi harus disadari bahwa kontribusi kita saal in bukan hanya bantuan
finanzial, melainkan kisa hempa partisipasi untuk perbaikan kondisi giobal,
baik ekonami, politik, sosial maupun lingkungan hidup. Hal ini juga penting
dalam memperkuat posisi tawar bangsa ini di mata inlermasional yaitu
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dengan menggunakan apa yang disebut soft power [Mye, 1990). Sehingya
Apa yang terwujud dalam perencanzan pembangunan tingkat nasional
kit temyata juga memiliki kepedulian terhiadap kondisi glebal, bukan
PEMENCANAZN 20o-Santris.

Di tingkat regional adalah kerasama antar negara vang saling
menguntungkan, Kita telah memiliki ASEAN dan APEC khusunya unuk
kefiasama ekonomi di tingkatan regional. Dan harus pula disadar bahwa
ads misi-misi ideclogis ekonomi politik o balik orpanisasi-organisasi
ilu. Tetapi, sebagaimana pandangan konstrukiivieme, bahwa segala
sesuglunya tidak ada yang baku. Yang dibutuhkan adafah kecerdikan kita
dalam memanfaatkan peluang vang ada dari lembaga-lembaga kerjasama
regional yang tersedia.

sedangkan internasional adalah bagaimana agar nega ra-nogara yang
selama ini lemah dan dilemahkan dapat muncul, Di lain pihak, negara-
negara yang selamg i mendomingsi dapat “dilemahkan” Hubungan
antar negara dalam percaluran global kurang lebih sama dengan konsep
Machiavalli tentang hubungan opesizi Binar antara negara dan rakyat.

Inovasi sebagai inti dari Reformasi

Dalam konsepsi pemerintahan mutakhir, inovasi dan krealifitas adalah
hal yang sangat penting yang hamis dimiliki oleh setiap pemeriniahan.
Sebab, pemerintahan hari ini fidak lagi berhadapan dengan masalah dan
realitas yang iu-itu saja. Apel pagirapat-rapal rutin, unisan surat menyLrat
dan implementasi prosedur sudah bukan merupakan tugas inti dari scbuah
pamerinizhan. Pada saatnya sistem mekanis akan mengerjakan hal-hal
membosankan itu. Pemerintaban modern berhadapars dengan banyak
silugsi yang makin terkoneksi secara ekstrem. Globalisasi bahkan merm bt
malrik kehidupan menjadi lebih rumil dari zebelumnya (Farazman.2004)

"Don't rock the boal® adalah papatah yang terianjur mendarah daging
dalam tubuh birokrasi kita. Keadaan vang sudah ada telah membuat semus
orang senang dan aman, maka janganlah sekali-kali mencoba untyk
menggoyangkan perahu yang sudah lenag mengapung di tengah danau.
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Tetapi ketenangan dan kenyamanan ity membuat parahu diam di tempat,
tidak bergerak Kemanapun. Kepentingan para birokrat untuk memperolen
rasa "aman” iiwlah merpakan tantangan terbesar dalam menumbuhkan
inivasi dalam tubuh pemerintahan. Sistern dan kebiasaan-kebiazaan yang
sudah mengakar dalar proses birgkrasi pamerintahan tolah menciptakan
resistensi vang sangal kual bagi datangnya inowvasi. Konfigurasi politik
juga turul andil dalam proses pengerdilan inovasi. Kitd telah sama-
sama menyaksikan bagaimana dominasi 1okoh-lokoh konservatif dalam
kepemimpinan di tanah air. Kader-kader muda yang diharapkan dapat
membawa inovasi 1ak hisa leluaza muncul ke dalam kancah politik {anpa
mengoantunikan karimya pada tokoh-tokoh lua. Kebanyakan 1okoh ua
juga harparilaky mendikte piliban dan langkah-langkah palitik kaum muca.
Kita bisa melihat betapa parai-partan polink hasar hanini sangat tergantung
pada figur tokoh g dan kensereatif yang sangat hiagemaonik,

Sistern mapan birokrasl dan konfigurasl politik di indonesia lelah
mambuat banyak inislatit inovasi mengalami proses penuaan dinl dan layu
sabalum borkembang, Sacara psikis, parilaku politik para Inovator kotlka
mamasuki sistern menjadi tidak dinamis dan candarung mangakor pada
tuntutan para patron, 16l seakan sudab menjadi pemandangan sabari-
hari. FPamimpin-pormimpin muda ity kamudian tarcaralul darn akarnya,
Keharusan umfulk mengikuli "pakem” ketka mamasuki sobuah sistern
harus mulal dipersepsi sabagal mitos, atau setidaknya tanfangan, Solusi
vang biga di ambil adalah perubahan struktur pemeanmahan yang barbasis
pada fungst (kampartomentalistik) menuju berbasis pada klien. Dalam hal
ini istilah TUPOKS! {(tugas pokak dan lungsi) adalab hambatan terbesar
dalam reformasl lala pemerintaban. Menomukan solusi brilian alas
masalah pokok yang dihadapi masyarakat dan rmiencan jalan yang lebih
baik atas hal yang sadang beralan, adalsh lugas pokok yang di emban
semua birokrat.

Inowvasi tidak mestl harus bersifat revolusioner dan tragmentatif, Dalam
level tertentu bisa saja inovasi adalah revisi alas sistem yang sedang
terjalan serta masih dalam koridor slruklur perencanaan jangka panjang.
Yang terpenting dalam novasi tata pemanniahan adalah selaly adanya
hal-hal baru {besar alaw kecil) di dalam prakiek birokrasi keseharian,
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Incvasi dapat di lakukan di dalam barhagai aspek. Di Bicdang tekhnologi
dilakukan dalam hal menamukan leknik dan berbagai metode bam dalam
r'ﬁelanc:arl-ianheI’I:-ag-':lipn::lsnspEJ‘Encanaanmauplmpﬁrlgantaranpela}r&nan
publis. Di bidang pembangunan' pengelolaan sumber daya, inovasi
diperlukan dalam hal menemukan cara yang lidak hanya efeklif dan ofizien
melainkan juga membawa manfaat sebesar-besamya bagi masyarakat,
Inowasi dalam sistern komunikasi adalah terkail dengan makin makin
tartiskanya ruang publik sehingga memudahkan sarana dan prasarang
komunikasi yang egaliter anlara akior-aktor dalam tata pemerintahan.
Inovasi juga harus marak dalam kegiatan-kegiatan operazional seperti di
dalam pengelalaan organisasi dan manajemen, pelathan. sera penelitian
tlan pengembangan. Tidak hanya di bidang tokhnolog, di bidang idiologi
inovasi juga sangat dipedukan. Utamanya dalam membongkar barbagai
paradigma lama tentang birnkrasi yang nitin dan monoton vang masih kua
terbenam manuju pada pemahaman birokrasi vang lebih dinamis,

Inovasi merupakan keniscayaan dari dunia global yang ferus berubah
sacara cepat. Sebab dengan adanya perubahan globalisasi ini banyak,
asumsl-asuemsi yang harus segera di koreksi zowakiu-wakiu, Tidak
munakin, misalnya dalam menyusun APBD kila hanyz bergerak pada
ASUMSi yang monaton dan hanya mergbah angka sedikit dari ancjgaran-
anggaran lerdahulu. Sikap seperi itu jauh dar cita-cita birokrasi YANDQ
dinamis. Maka tanpa inovasi dan adaptazi, pemerintahan akan copat
rusak {soundiess). Akan tetapi, memang inovasi harus di dlukung oleh
kapasitas oroganisast yvang memadai dan Kemampuan organisasi ity untuk
mengimplementasikannya,

Inovasi juga harus di sefai dengan kemampuan birokrasi wang
langguh dalam antisipasi den luwes dalam melakukan adaptasi, Hal ini
dikarenakan watak inovatif juga mencakup kemahiran dalam melakykan
pradiksi, Dalam pengertian mahir dan ahli dalam memilih berbagai variabel
yang berpengaruh terhadap kondisi saat ini dan masa depan. Kemampuan
ilu akan membhawa pada sikap anlisipati terhadap segala perbahan.
Sehingga birokrasi tidak mudah shock dalam menghadapi kondizi-kondisi
vang penuh dengan kondisi serba mungkin yany ada di depan mata.
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Disamping itu, bila memang ternyata vang terjadi adalah sesualu vang
benar-benar di luar perhitungan, birokrasi juga hares mampu dengan lowes
beradaptasi dengan lingkungan barn. Situasi politik dengan ekenomi dapat
bierubah setiap wakiu. Maka birokrasi harus dapat segera beradaptasi tanpa
harus terfragmentasi. Istilah "ganti menten ganti kebijakan” bukanlah sikap
luwas yang dimaksud di sini. Fleksibililas arinya adalah dalam tataran
teknis dan strategis, buka fleksibel dalam wjuan dan kemitmen. Hal ini juga
yang ditegaskan oleh golembicwski banwa birokrasi harus di gerakkan aleh
komitman bukannya kepatuhan, Walak birokrasi yang hanya mengekor
pimpinan politik bamu adalah watak birokeast yang pengecut dan hanya
mengandalkan kepatuhan tatapi tidak mamiliki komitmen. Komitmen pada
tujuan dasar pamearintahan, yaitu melayani kopentingan rakyal, Bukannya
melayani kepantingan atasan.

Penutup

Reformasl marupakan upaya untuk manciptakan blrokeasi yang
drancang untuk mamberikon  pelayanan yang sabdik-Daiknyd  pada
masyarakat. Namun glebalisas, mengubab definiai  tantang  1ata
pemenniahan dan adminiatrasi yang baik, perubahan ini tidak mudah
karena patalogl vang torjadi dalam birokrasi telah bemrat akar, Hal ini
dengan jalns monunjukkan bahwa perubahan birokrasi v manakankan
parlunya ketarbukasn struktural unluk memungkinkan taradinga panukaran
gagasan den inovasi, Berkenaan dangan oriantasi birokrasi yang lobih
melihat ke pasar, kelak di harapkan keputusan di dasarkan pada analis:s
lngis dan molibat secars jeli implikas darn kebijakan pro-pasar untuk
lagitimasi birokrasi publik, moralitas, dan mofivasi pegawai nageri, sana
memperimbangkan manfaat dan kerrgiannya bagi penduduk. Untuk itu,
pembuat kehijakan mempertimbangkan perbedaan mendasar antara seklor
publik dan sektor swasta dalam hal tujuan, strukiur, norma-nonma, melelit
socara kritis pelaksanaan ekonomi, sasial dan keuntungan sena kerugian
administras dalam transisi birokrasi, mengidentifikasi sapa saja yang i
untungkan, dan giapa yang lidak di untungkan darl perubahan birokrasi
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